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Dalam menghadapi permasalahan di bidang pertanahan yang semakin meningkat
dan kompleks, Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sebagai suatu organisasi yang
menjadi ujung tombak dalam pelayanan di bidang pertanahan dituntut untuk
meningkatkan kinerjanya, sehingga permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan
dengan baik sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yakni untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

Agar dapat mengatasi pennasalahan pertanahan yang semakin meningkat maka
Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul mendapat penambahan pegawai yang di mutasikan
dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penyususn tertarik untuk mrnuangkannya
dalam sebuah tulisan yang berjudul Studi Tentang Mutasi Pegawai Terhadap Kinerja
Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah
bagaimana kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul setelah adanya mutasi pegawai
dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
dan mutasi pegawai Badan Pertanahan Nasional dari luar Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Dalam
penelitian ini metode yang digunakan adalali metode deskriptif, dengan teknik analisis
tabulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten
Bantul setelah adanya mutasi pegawai dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan mutasi pegawai Badan Pertanahan Nasional
dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut
meliputi : Jumlah sertipikat yang diselesaikan , jumlah tunggakan pekerjaan yang di
selesaikan, jumlah penyelesaian masalah pertanahan, jumlah penyelesaian Surat
Keterangan pemberian hak. Sedangkan disiplin pegawai dalam mengikuti apel pagi dan
apel siang mengalami kemerosotan. Artinya pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten
Bantul tidak aktif dalam mengikuti apel pagi dan apel sore, namun demikian para
pegawai tersebut tetap masuk kantor dan dapat menyelesaian semua pekerjaan yang telah
diberikan oleh atasannya tepat pada waktunya.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pertanahan Nasional adalali lembaga pemerintah non Departemen

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden,

bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi

pertanahan baik berdasarkan UUPA maupun Peraturan Per-Undang-Undangan

lain yang meliputi pengaturan, penguasaan dan pemilikan tanah, pengurusan hak-

hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah, dan Iain-lain yang berkaitan

dengan masalah Pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh

Presiden.

Untuk mcndukung dan memantapkan kebijaksanaan dan slrategi

pembangunan pertanahan disamping peningkatan kelembagaan dipeilukan

dukungan mekanisme kerja yang mampu mengakomodasikan semua

kebijaksanaan dan strategi pembangunan secara utuh serta didukung dengan

teknologi yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja Kantor Pertanahan yang

efektif, efisien dan berkualitas.

Dalam menghadapi permasalahan di bidang pertanahan yang semakin

meningkat dan kompleks, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai suatu
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dituntut untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga permasalahan yang dihadapi

dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan Peraturan Per-Undang-Undangan

yang berlaku.

Sebagai suatu organisasi, Kantor Pertanahan dalam upaya meningkatkan

kinerjanya agar lebih efektif dan efisien perlu diperhatikan 3 (tiga) unsur yang

meliputi :

1. Kelembagaan yang meliputi struktur orgamisasi dengan rincian tugas dan

wewenang yang jelas serta mempunyai tata laksana / prosedur kerja yang

lengkap dan baik

2. Sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kualitas maupun

kuantitas.

3. Sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan perkembangan dan

kemajuan teknologi.

Ketiga unsur tersebut merupakan satu- kesatuan yang saling terkait dan

harus dipenuhi oleh suatu organisasi, dalam hal ini Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota.

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota adalali Instansi vertikal Badan

Pertanahan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di



Sebagai ujung tombak dari pelayanan di bidang pertanahan, maka perlu

dilihat sejauh mana ketiga unsur di atas telah dipenuhi oleh Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota. Ketiga unsur tersebut akan dapat menjadi acuan untuk

menetukan perencanaan, strategi, sasaran yang akan dicapai.

Dalam penelitian ini penyusun memilih lokasi penelitian di Kantor

Pertanahan Kabupaten Bantul karena berdasarkan pengamatan bahwa jumlah

sertipikat yang dihasilkan meningkat, tunggakan pekerjaan dapat di selesaikan

jumlah pennasalahan yang diselesaikan meningkat, jumlah SK hak yang di

terbitkan meningkat, dan disiplin pegawai dalam mengikuti apel. Semua kegiatan

ini dapat diselesaikan sesudah terjadinya mutasi pegawai dari Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun

mutasi pegawai Badan Pertanahan Nasional dari luar Daerah Istimewa

Yogyakarta ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

Mutasi atau pemindahan adalah merupakan suatu kegiatan rutin dari suatu

perusahaan untuk dapat melaksanakan prinsip " The right man in the right place",

atau " Orang tepat pada tempat tepat " ( Nitisemito, Alex.S, 1991: 118 ). Dengan

demikian mutasi yang di jalankan oleh instansi Badan Pertanahan Nasional

Daerah Istimewa Yogyakarta agar pekerjaan dapat di lakukan secara lebih efektif

dan efisien.

Mutasi pegawai yang di laksanakan oleh Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah merupakan

salah satu dampak dari pelaksanaan otonomi daerah dan tuntutan dari beberapa

daerah karena merasa kurang di perhatikan oleh nemerintah msat <;ela™ ini



Dengan melihat kenyataan-kenyataan tersebut diatas, maka penyusun

merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :

"STUDI TENTANG MUTASI PEGAWAI TERHADAP KINERJA

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH

ISTIMEWA YOGYAKARTA ".

B. Permasalahan

Meningkatnya tugas dan fungsi di bidang pertanahan serta semakin

pentingnya urusan pertanahan, maka instansi pertanahan dituntut untuk

meningkatkan mutu pelayanan dan mutu produk yang dihasilkan sehingga

mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk itu diperlukan personil dan sumber daya

manusia yang memadai dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang
pertanahan .

Kurangnya tenaga kerja/personil/pegawai pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan pembangunan pertanahan secara penuh

maka dimutasikanlah pegawai-pegawai dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ke Kantor Pertanahan Kabupaten

Bantul. Selain mutasi pegawai dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Daerah Istimewa Yogyakarta, ada juga pegawai Badan Pertanahan Nasional yang

dimutasikan dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta ke Kantor Pertanahan

Kabupaten Bantul.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penyusun tertarik untuk

memperoleh masukan mengenai kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul



setelah adanya mutasi personil dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis merumuskan

pennasalahan sebagai berikut:

"Bagaimana kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul setelah adanya mutasi

pegawai dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa

Yogyakarta dan mutasi pegawai Badan Pertanahan Nasional dari luar Daerah

Istimewa Yogyakarta" ?

C. Pembatasan Permasalahan

Dalam penelitian ini, penyusun membatasi pennasalahan sebagai

berikut:

1. Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul pada tahun 1999 (sebelum

adanya mutasi pegawai).

2. Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul pada tahun 2000 (setelah

adanya mutasi pegawai).

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sebelum dan
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6

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk memberikan infonnasi dan sumbangan pemikiran dalam upaya

meningkatkan kinerja Kantor Pertanahan.

b. Sebagai masukan untuk penelitian yang serupa bagi peneliti yang akan

datang.

c. Dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi

perkembangan kinerja Kantor Pertanahan.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpuian

Berdasarkan pembahasan yang telah penyusun kemukakan maka dapat

ditarik kesimpuian mengenai hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh

masing-masing komponen yang selanjutnya dapat diketahui kinerja Kantor

Pertanahan Kabupaten bantul terbukti mengalami peningkatan . Hasil-hasil dari

komponen tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sertipikat Tanah

Dari jenis kegiatan yang berupa penyelesaian sertipikat tanah maka

jumlah sertipikat tanah yang dihasilkan pada tahun anggaran 1999/2000 atau

sebelum adanya mutasi pegawai adalah terdiri dari Hak Milik sebesar 98,87%,

Hak Guna Bangunan sebesar 0,27% dan Hak Pakai sebesar 0,85% sedangkan

penyelesaian sertipikat pada tahun 2000/2001 adalah terdiri dari Hak Milik

sebesar 98,89%, Hak Guna Bangunan sebesar 0,41% dan Hak Pakai sebesar

0,69%.

Dengan demikian penyelesaian sertipikat pada tahun 2000/2001

setelah adanya penambahan pegawai, mengalami peningkatan sebesar 2,32%.

2. Penyelesaian tunggakan Permohonan Sertipikat

Jenis kegiatan berupa penyelesaian tunggakan permohonan sertipikat
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sebesar 8,23%. Sedangkan penyelesaian tunggakan permohonan sertipikat
yang diselesaikan pada tahun 2000/2001 adalah sebesar 10,50 %.

Dengan demikian jumlah penyelesaian tunggakan permohonan

sertipikat setelah adanya mutasi pegawai pada tahun 2000/2001 mengalami
peningkatan sebesar 2,27%.

3. Penyelesaian Masalah Pertanahan

Jenis kegiatan penyelesaian masalah pertanahan yang diselesaikan

pada tahun 1999/2000, sebelum adanya mutasi pegawai adalah terdiri dan

masalah biasa sebesar 80% dan masalah yang diselesaikan melalui pengadilan

sebesar 66,66 %. Sedangkan penyelesaian masalah pada tahun 2000/2001

adalah terdiri dan masalah biasa sebesar 100 % dan masalah melalui

pengadilan sebesar 80%.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jumlah penyelesaian masalah

pertanahan pada tahun 2000/2001 setelah adanya mutasi pegawai mengalami

peningkatan sebesar 20,13 %.

4. Penyelesaian SK hak atas tanah

Jenis kegiatan SK hak yang di terbitkan pada tahun 1999/2000,

sebelum adanya mutasi pegawai berjumlah 319 buah. Sedangkan SK hak yang

di terbitkan pada tahun 2000/2001, sesudah adanya mutasi pegawai berjumlah
344 buah.


